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Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif
dan efisien, dan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Untuk itu, faktor
keuangan daerah memiliki peranan penting dalam melaksanakan pemerintahan.
Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat ukur yang
dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan
pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan
daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan faktor-faktor yang menghambat
tahun anggaran 2009 hingga 2013.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan data-data
kuantitatif berupa data-data keuangan daerah tahun 2009-2013, dengan melakukan
wawancara bersama 2 orang pegawai BPKAD. Analisis penelitian ini
menggunakan beberapa analisis rasio keuangan berupa rasio derajat otonomi
fiskal (DOF), rasio indeks kemampuan rutin (IKR), rasio kemandirian keuangan
daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan,serta analisis
surplus/defisit dan pembiayaan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Tulungagung semakin meningkat tetapi masih pada
kisaran 10% dan berada dalam kategori sangat kurang dilihat dari rata-rata rasio
DOF sebesar 07,90% dan IKR sebesar 07,44%. Kinerja keuangan daerah masih
dikatakan instruktif (rendah sekali) dalam skala 0-25% dengan tingkat
kemandirian keuangan daerah masih dalam rata-rata 8,91%, sedangkan perolehan
PAD dikatakan efektif pada skala rasio >100% dengan rata-rata 118,09%. Rasio
pertumbuhan PAD masih dalam rata-rata 23,18%, pendapatan daerah pada rata-
rata 17,15%, belanja rutin pada rata-rata 16,51%, dan belanja pembangunan pada
rata-rata 20,12%. Dari ke 4 rasio, dapat dilihat bahwa rasio belanja rutin memiliki
rasio yang paling rendah, yaitu 16,51%. APBD tahun 2009 hingga 2013 selalu
mengalami defisit, ini diakibatkan oleh jumlah anggaran belanja daerah lebih
besar dari pendapatan daerah yang telah didapatkan. Hal ini mengidentifikasikan
bahwa pengelolaan keuangan daerah yang masih kurang efektif.
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